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ABSTRAK

Secara konstitusional Peraturan Daerah sudah dikukuhkan dengan landasan
yuridis Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 Ayat (6) : “Pemerintahan daerah berhak
menetapkan peraturan daerah dan peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan
tugas pembantuan”. Berdasarkan hal tersebut, maka Kota Padangsidimpuan
merupakan daerah yang memiliki hak untuk menetapkan Peraturan Daerahnya
sendiri, sehingga pada masa pemerintahan Zulkarnaen Nasution selaku Walikota
Padangsidimpuan. Salah satu yang menjadi program kebijakan Zulkarnaen adalah
mengesahkan Perda Kota Padangsidimpuan No. 06 Tahun 2006 tentang pemakaian
busana muslim dan muslimah untuk diterapkan di Kota Padangsidimpuan. Dalam
penelitian ini yang menjadi rumusan masalahnya adalah Bagaimana implementasi
Perda No. 06 Tahun 2006 Tentang Pemakaian Busana Muslim dan Muslimah
berdasarkan teori Lawrence M Friedman? Bagaimana implementasi Perda No. 06
Tahun 2006 Tentang Pemakaian Busana Muslim dan Muslimah perspektif Siyasah
Tanfiziyyah?.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan atau field research dengan
metode pendekatan yuridis empiris, yang pendekatannya dilakukan dengan cara
melihat dan menganalisis implementasi dari Perda No. 06 Tahun 2006 Tentang
Pemakaian Busana Muslim dan Muslimah, menggunakan teori Lawrence M
Friedman dan Siyasah Tanfiziyyah. Data sekunder berupa buku-buku, literatur-
literatur, hasil dokumentasi, observasi, dan hasil wawancara dalam penelitian. Metode
pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Hasil penelitian implementasi Perda No. 06 Tahun 2006 Tentang Pemakaian
Busana Muslim dan Muslimah berdasarkan teori Lawrence M Friedman adalah tidak
berjalan dengan’ efektif. Karena tidak memenuhi’ unsur sistem hukum, baik itu dari
Struktur Hukum: (Legal Structure), Substansi Hukum (Legal Substance) dan Budaya
Hukum (Legal Culture). Sedangkan untuk hasil analisis tmplementasi Perda No. 06
Tahun 2006 _Tentang Pemakaian Busana Muslim dan Muslimah dari perspektif
Siyasah Tanfiziyyah adalah, adanya beberapa prinsip-prinsip-Siyvasah Tanfiziyyah
sudah sesuai dengan pelaksanaan Perda No. 06 Tahun 2006 Tentang Pemakaian
Busana Muslim dan Muslimah, yaitu prinsip toleransi, amar makruf Nahi mungkar,
dan prinsip tanggungjawab pemimpin. Sedangkan prinsip keadilan dan prinsip
ketaatan umat tidak terimplemetasikan di Perda No. 06 Tahun 2006 Tentang
Pemakaian Busana Muslim dan Muslimah.

Kata Kunci : Peraturan Daerah, Busana Muslim, Siyasah Tanfiziyyah



ABSTRACT

Constitutionally, Regional Regulations have been confirmed with the juridical
basis of the 1945 Constitution Article 18 Paragraph (6): "Regional governments have
the right to stipulate regional regulations and other regulations to carry out autonomy
and co-administration”. Based on this, the City of Padangsidimpuan is a region that
has the right to establish its own Regional Regulations, so that during the reign of
Zulkarnaen Nasution as Mayor of Padangsidimpuan. One of Zulkarnaen's policy
programs is to pass the Padangsidimpuan City Regional Regulation Number 06 of
2006 concerning the use of Muslim and Muslimah clothing to be implemented in the
City of Padangsidimpuan. In this research, the problem formulation is How is the
implementation of Regional Regulation Number 06 of 2006 concerning the Use of
Muslim and Muslimah Clothing based on Lawrence M Friedman's theory? How is the
implementation of Regional Regulation Number 06 of 2006 concerning the Use of
Muslim and Muslimah Clothing in the perspective Siyasah Tanfiziyyah?.

This type of research is field research, with the juridical empirical approach
method, the approach is carried out by looking at and analyzing the implementation
of Regional Regulation No. 06 of 2006 concerning the Use of Muslim and Muslimah
Clothing, using the theory of Lawrence M. Friedman and Siyasah TanfiZiyyah.
Secondary data in the form of books, literature, documentation, observations, and
interviews in research. The data collection methods used were interviews,
observation, and documentation.

The results of the research on the implementation of Regional Regulation
Number 06 of 2006 concerning the Use of Muslim and Muslimah Clothing based on
Lawrence M. Friedman's theory are not effective. Because it does not meet the
elements of the legal system, both from the Legal Structure, Legal Substance and
Legal Culture. As for the results of the analysis of the implementation of Regional
Regulation Number 06 of 2006 concerning the Use of Muslim and Muslimah
Clothing from_the Siyasah_Tanfiziyyah perspective, there are several Siyasah
Tanfiziyyah principles that.are in accordance with the implementation of Regional
Regulation’ Number 06 of 2006 concerning the Use of Muslim and Muslimah
Clothing, namely the principle of tolerance, amar makruf Nahi mungkar, and the
principle of responsibility of the leader. Meanwhile, the principle of justice and the
principle of obedience of the ummah are not implemented in Regional Regulation
Number 06 of 2006 concerning the Wear of Muslim and Muslimah Clothing.

Keywords: Regional Regulations, Muslim Clothing, Siyasah Tanfiziyyah
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MOTTO

“Setinggi-tingginya pendidikan
dan sepintar-pintarnya ilmu pengetabhuan
akan tetap bobrok jika tidak dibarengi

dengan sopan santun yang tinggi ?
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A. Konsonan Tunggal
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Arab
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d Jim J Je
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3 Dal D De
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J ra’ R Er
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) Wawi We
(1) ha’ Ha
s Hamzah Apostrof
S ya’ Ye

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap adalah syaddah yang ditulis sacara ranggap, contohnya :

JA Ditulis Nazzala
O Ditulis Bihinna
C. Ta’Marbutah di Akhir Kata
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dasa Ditulis Hikmah
ile Ditulis ‘illah

(Ketentuan ini tidak dipergunakan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap

dalam bahasa Indonesia, seperti kata zakat, salat dan sebagainya

dikehendaki lafal lain)
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2. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah maka

ditulis dengan h

el V) S Ditulis Karamah al-auliya’

3. Bila ta’marbutah hidup atau dengan harkat fathah, kasrah dan dammah

ditulis t atau h

PAHS Ditulis Zakah al-fitri

D. Vokal Pendek

— Fathah Ditulis A
Jad Ditulis fa’ala
- Kasrah Ditulis I

S Ditulis Zukira
- Dammah Ditulis u
by Ditulis Yazhabu

E. Vokal Panjang
Fathah + Alif Ditulis A

S Ditulis Fala
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Fathah + ya’mati Ditulis A
(el Ditulis Tansa
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah

Ketika reformasi digulirkan pada bulan Maret tahun 1998, terjadi perubahan
secara substansi dan signifikan dalam tatanan kehidupan politik di Indonesia.
Perubahan tatanan politik yang paling menonjol adalah mengenai otonomi daerah,
yang diatur dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat No. XV/MPR/1998
tentang penyelengaraan otonomi daerah, yang mengimplementasikan politik
desentralisasi pada Undang-Undang No. 22 Tahun 1999, yang pelaksanaannya diatur
dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 1999." Kemudian terakhir diperbaharui
menjadi Undang-Undang No. 09 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah. Politik
desentralisasi mengembangkan tatanan politik yang meletakkan otonomi daerah
sebagai azas kehidupan dalam menjalankan pemerintahan daerah dan kebijakan-
kebijakan publik di daerah.?

Salah satu hasil kebijakan publik di-daerah adalah-Peraturan Daerah, sudah tentu
lahirnya ‘Peraturan Daerah sangat bersinggungan dengan kepentingan daerah yang
bersangkutan. Peraturan Daerah sebagai produk dari.kebijakan publik tidak dapat
dilepaskan dari sebuah proses politik yang dapat dilatar belakangi oleh berbagai
macam idealisasi politik yang dianut oleh para pembuat kebijakan. Dalam kaidah

kebijakan, sebuah produk kebijakan publik termasuk di dalamnya Peraturan Daerah

! Sri Soemantri, Otonomi Daerah, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014), him. 5-6.
2 S.T Kansil, dan Christine S.T. Kansil, Pemerintahan Daerah Di Indonesia, (Jakarta: Sinar
Grafika, 2004), him. 3.



yang lazimnya ditujukan untuk mengatur kepentingan umum yang mengandung
banyak nilai-nilai dasar kehidupan bersama. Tidak saja kolektif tetapi juga individual
yang harus dipertimbangkan sebagai norma dasar dalam pembuatan kebijakan.

Eksistensi Peraturan Daerah sudah dikukuhkan secara konsitusional dengan
landasan yuridis yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 Ayat (6)
berbunyi: “Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan
lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan”. Berdasarkan UUD 1945
Pasal 18 Ayat (6), maka Kota Padangsidimpuan merupakan salah satu daerah yang
memiliki hak untuk menetapkan Peraturan Daerah dan peraturan lainnya untuk
melaksanakan otonomi daerahnya sendiri.

Sehingga, pada masa pemerintahan Zulkarnaen Nasution selaku Walikota
Padangsidimpuan. Dipriode pertama pada tahun 2002 - 2006. Salah satu yang
menjadi program kebijakan Zulkarnaen adalah mengesahkan Perda Kota
Padangsidimpuan No. 06 Tahun 2006 tentang pemakaian busana muslim dan
muslimah untuk diterapkan di Kota Padangsidimpuan. Sebagaimana yang dijelaskan
oleh salah satu staf bagian hukum dikantor DPRD Kota Padangsidimpuan
mengatakan:

“Ketika Zulkarnaen menjabat sebagai walikota Padangsimpuan, beliau
bersama anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, mendukung
perancangan, pembentukan hingga pengesahan Perda No. 06 Tahun 2006
tentang pemakaian busana muslim dan muslimah. Meskipun peraturan daerah
ini menuai pro dan kontra di berbagai kalangan. Karena penetapan Perda
busana Muslim dan Muslimah saat itu dirasa sangat tiba-tiba. Sehingga pasar
tidak menyediakan stok untuk baju Muslim dan Muslimah baik untuk sekolah

dan instansi pemerintahan. Perda tersebut juga tidak memberi gambaran jelas
bagaimana yang dikatakan berbaju Muslim dan Muslimah untuk instansi



pemerintahan, swasta dan sekolah-sekolah di Kota Padangsidimpuan.
Sehingga menimbulkan keresahan dan kebingungan dimasyarakat Kota
Padangsidimpuan yang beragama Islam.® Tetapi hal itu tidak menyulutkan
semangat pemerintahan DPRD kota Padangsidimpuan untuk melakukan
sosialisasi mengenai Perda No 06 Tahun 2006. Karena peraturan daerah
tentang pemakaian busana muslim dan muslimah memang perlu diterapkan di

Kota Padangsidimpuan yang mayoritas penduduknya adalah beragama

Islam”.*

Hal dapat dilihat berdasarkan data konsolidasi Agama Tahun 2017, penduduk
beragama Islam: 90,1%, Kristen: 8,9%, Katolik: 0,7%, Hindu: 0%, Budha: 0,4%.>
Kebijakan mengenai peraturan daerah busana muslim dan muslimah di Kota
Padangsidimpuan merupakan pengaplikasian dari ketentuan Undang-Undang Dasar
1945 Pasal 29 ayat (2), berbunyi : “Negara menjamin kebebasan tiap-tiap penduduk
untuk beribadah menurut agama dan kepercayaan masing-masing”. Tetapi kententuan
UUD 1945 pasal 29 ayat (2) ini masih kurang spesifik untuk mengatur mengenai
pemakaian busana muslim dan muslimah di daerah Kota Padangsidimpuan. Maka
dari itu, berdasarkan pertimbangan UUD 1945 Pasal 29 ayat (2) ditetapkanlah Perda
No. 06 Tahun 2006 Tentang Pemakaian Busana Muslim dan Muslimah. Untuk
memaksimalkan - kebijakan -tentang. pelaksanaan -busana- Muslim dan Muslimah,
pemerintah melakukan ketentuan yang mengatur pelaksanaannya hingga sanksi
pelanggaran seperti-yang terdapat pada Perda No. 06. Tahun 2006, Bab Ill Pasal 5
yang berbunyi : “Setiap pegawai, karyawan/karyawati, mahasiswa/mahasiswi dan

siswa/siswi diwajibkan berbusana muslim dan muslimah sedang bagi masyarakat

¥ Wawacara dengan dengan Mukhtar Sobri Ketua Banperda, Kantor DPRD Kota
Padangsidimpuan, pada 21 Januari 2020.

* Wawancara dengan Mukhtar Sobri Ketua Banperda, Kantor DPRD Kota Padangsidimpuan,
pada 04 Desember 2017.

> Data Konsolidasi Bersih (DKB) Kementrian dalam Negeri.



umum adalah bersifat himbauan”. Pasal 6 berbunyi : “Berpakaian busana Muslim dan
Muslimah sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 dilaksanakan pada : Lingkungan
Lembaga Pendidikan, Lingkungan Instansi, dan Acara-acara resmi dan acara
lainnya”. Pasal 7 berbunyi : “Ketentuan mengenai busana Muslim dan Muslimah
sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 adalah sebagai : Menutup aurat, Tidak tembus
pandang dan Tidak ketat.®

Bab IV Pasal 9 berisi tentang sanksi admistratif yang berbunyi : “Setiap
pelanggar terhadap Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi sebagai berikut : Bagi
pegawai dan karyawan atau karyawati dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan
disiplin pegawai di lingkungan instansi masing-masing. Khusus bagi Pegawai Negeri
Sipil dikenakan sanksi berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
Bagi mahasiswa/mahasiswi dan siswa/siswi dikenakan sanksi bertingkat sebagai
berikut : Teguran secara lisan, Ditegur secara tertulis, Diberitahukan kepada orangtua,
Tidak diperbolenkan mengikuti pendidikan dan Dikeluarkan/skorsing, dipindahkan
dari Lembaga Pendidikan.. Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
oleh Pimpinan Lembaga Pendidikan atau instansi yang bersangkutan”. Kemudian di
Bab V mengenai ketentuan pidana Pasal 10 yang berbunyi : “Pimpinan Lembaga
Pendidikan, Instansi, dan panitia yang sengaja tidak melaksanakan Peraturan Daerah
ini diancam pidana kurung selama 3 (tiga) bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya

Rp. 10.000.0000,- (Sepuluh juta rupiah)”.7

® peraturan Daerah No. 06 Tahun 2006 Tentang Pemakaian Busana Muslim dan Muslimah
" Peraturan Daerah No.06 Tahun 2006 Tentang Pemakaian Busana Muslim dan Muslimah



Ketentuan mengenai berpakaian busana Muslim dan Muslimah di Perda No. 06
Tahun 2006 ini sudah tentu sesuai dengan al-Qur’an Surah al-Ahzab Ayat 59. Untuk
mewajibkan kepada wanita muslim mengulurkan jilbab keseluruh tubuhnya.
Sedangkan bagi laki-laki diriwayatkan Ayyub Radhiyalla’anhu, ia berkata Rasulullah
bersabda “bagian bawah pusar dan bagian atas lutut adalah aurat”. Ad-Daraquthin
dan Al-Baihagi meriwayatkan secara marfu’, dengan lafazh, “aurat laki-laki adalah
bagian antara pusar dan lututnya”. Dengan adanya dalil-dalil mengenai aurat tersebut,
sudah jelas Islam mengatur batas-batas aurat perempuan dan laki-laki. Serta
mewajibkan untuk menutup aurat menggunakan busana Muslim dan Muslimah.®

Seperti yang sudah dipaparkan di atas berbusana Muslim dan Muslimah dengan
berdasarkan ajaran agama Islam dan dengan ketentuannya yang tercantum di Bab I11
Pasal 7 adalah menutup aurat, tidak tembus pandang, tidak ketat dan hal ini
diwajibkan bagi Lembaga Instansi Pemerintah maupun swasta, lembaga pendidikan
formal maupun non formal. Serta juga sanksi untuk pelanggaran seperti yang sudah
disampaikan pada.Bab -V Pasal. 10 bagi yang sengaja melanggarnya akan diancam
pidana kurung paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp
10.000.000 (Sepuluh. juta-rupiah). Walaupun aturan.dan-sanksi pada Perda No. 06
Tahun 2006 sudah jelas. Tetapi pada kenyataan di lapangan, instansi yang dimaksud
dan diwajibkan untuk berbusana Muslim dan Muslimah, baik itu lembaga

pemerintahan, swasta, lembaga pendidikan formal maupun non formal, masih belum

8 Abdul Wahab Abdusalam, Adab Berpakaian dan Berhias, (Jakarta : Pustaka al-Kautsar, 2014),
him. 26-27.



sepenuhnya mengimplementasikan Perda No. 06 Tahun 2006 tentang berpakaian
busana Muslim dan Muslimah.

Khususnya mengenai aturan tata cara berpakaian seperti di Bab Il Pasal 7.
Karena masih ada pegawai yang berpakaian ketat, mengunakan jilbab tembus
pandang diinstansi pemerintahan.” Untuk melihat implementasi yang belum
maksimal dari Perda No. 06 Tahun 2006, maka peneliti hanya mengambil beberapa
intansi pemerintahan saja. Di kota Padangsidimpuan terdapat 33 intansi
pemerintahan, tetapi karena keterbatasan waktu dalam penelitian, maka peneliti hanya
akan melakukan penelitian di kantor Walikota Padangsidimpuan, Kantor Camat Kota
Padangsidimpuan bagian Angkola Julu, Kantor Camat Padangsidimpuan Batunadua,
Kantor Camat Padangsidimpuan Hutaimbaru, Kantor Camat Padangsidimpuan
Selatan, Kantor Camat Padangsidimpuan Tenggara, dan Kantor Camat
Padangsidimpuan Utara.™

Dari uraian permasalahan diatas munculah kegelisahan akademik, yang
menimbulkan pertanyakaan,- sebenarnya-bagaimana implementasi dari Perda No. 06
Tahun 2006 Tentang Pemakaian Busana Muslim dan Muslimah yang dianalisis
berdasarkan teori hukum Lawrence M Friedman dan-bagaimana juga implementasi
dari Perda No. 06 Tahun 2006 Tentang Pemakaian Busana Muslim dan Muslimah
perspektif Siyasah Tanfiziyyah. Hal-hal ini seharusnya perlu jawaban yang tepat dan

tidak membingungkan. Sehingga dari pemaparan diatas, peneliti ingin melakukan

% Wawancara Dengan Camat Hutaimbari Bapak Sayiman Pulungan, Dikantor Camat Hutaimbaru,
Pada Selasa, 31 Desember 2019.
19 Badan Pusat Statistik Kota Padangsidimpuan, akses 16 Maret 2020.



sebuah kajian penelitian yang berjudul: “Implementasi Perda Kota Padangsidimpuan
No. 06 Tahun 2006 Tentang Pemakaian Busana Muslim Dan Muslimah Perspektif
Siyvasah TanfiZiyyah”.
B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijabarkan diatas, maka yang
menjadi permasalahan pada tesis ini adalah :

1. Bagaimana implementasi Perda No. 06 Tahun 2006 Tentang Pemakaian

Busana Muslim dan Muslimah berdasarkan teori Lawrence M Friedman ?

2. Bagaimana implementasi Perda No. 06 Tahun 2006 Tentang Pemakaian

Busana Muslim dan Muslimah perspektif Siyasah Tanfiziyyah ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1. Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka yang menjadi tujuan dari

penelitian ini adalah :

a. Untuk-menjelaskan implementasi dari Perda No.. 06. Tahun 2006 tentang
pemakaian busan muslim dan muslimah Di Kota Padangsidimpuan dilihat
dari sudut-pandang teori Lawrence M Friedman.

b. Untuk memaparkan bagaimana Siyasah Tanfiziyyah memandang
implementasi Perda No. 06 Tahun 2006 tentang pemakaian busana muslim
dan muslimah

2. Kegunaan penelitian

Adapun kegunaan penelitian adalah sebagai berikut :



a. Sebagai saran untuk menambah wawasan peneliti, terutama yang
berhubungan dengan bidang kajian yang ditekuni selama kuliah.
b. Sebagai bahan acuan bagi kalangan peneliti untuk melakukan penelitian
yang lebih mendalam.
c. Sebagai bahan pertimbangan untuk pemerintah daerah mengenai
implementasi suatu peraturan daerah menurut Islam berdasarkan perspektif
Siyasah Tanfiziyyah dan teori umum dari Lawrence M Friedman.
d. Menambah khazanah ilmu pengetahuan bagi para akademisi dan para
ilmuan.
D. Telaah Pustaka
Penelitian tentang tema peraturan daerah, bernuansa agama sudah dilakukan oleh
banyak kalangan dari perguruan tinggi maupun lembaga swadaya lainnya. Namun
peneliti-peneliti tersebut mengambil fokus tertentu dengan kepentingannya masing-
masing. Penelitian pertama adalah skripsi dari Rahma Sari, yang berjudul :
“Kontribusi Hukum- Isalm-dalam Peraturan Daerah- Di-Keota Padangsidimpuan”.
Dalam skripsi ini yang menjadi objek kajian adalah Perda No. 06 Tahun 2006
Tentang Pemakaian-busana. Muslim dan Muslimah dan Perda No. 07 Tahun 2005
Tentang Larangan Penjualan dan Pengedaran Minuman Keras Di Daerah Kota
Padangsidimpuan. Adapun yang menjadi rumusan masalah adalah bagaimana
kontribusi hukum Islam dalam Peraturan Daerah di Kota Padangsidimpuan.
Menggunakan landasan teori hukum Islam. Dengan menggunakan teori Hukum Islam

dan melalui penelitian pustaka maka hasil dari penelitian ini memaparkan bahwa



Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2006 Tentang Pemakaian Busana Muslim Dan
Muslimah dan Peraturan Daerah No. 07 Tahun 2005 Tentang Larangan Penjualan
Dan Pengedaran Minuman Keras Di Daerah Kota Padangsidimpuan, dapat dikatakan
sebagai peraturan daerah keagamaan, (Islami). Karena adanya kontribusi hukum
Islam dalam beberapa Bab dan Pasal pada perda-perda tersebut.*

Kedua, penelitian skripsi oleh Nur Cahaya yang berjudul : “Problematika
Pelaksanaan Peraturan Daeran No. 06 Tahun 2006 Tentang Busana
Muslim/Muslimah Di Kota Padangsidimpuan”. Penelitian ini membahas tentang
Peraturan Daerah No. 06 Tahun 2006 Tentang Pemakaian Busana Muslim/Muslimah
di Kota Padangsidimpuan. Adapun masalah pada penelitian ini adalah, problematika
dalam pelaksanaan pada peraturan daerah No. 06 Tahun 2006. Serta apa upaya yang
dilakukan untuk megatasi problematika dari peraturan daerah tersebut. Hukum Islam
menjadi landasan teori untuk meneliti Peraturan Daerah No. 06 Tahun 2006 dan jenis
penelitiannya menggunakan kualitatif. Hasil dari penelitian skripsi tentang
problematika -perda-No. 06 ;Tahun. 2006 ;adalah. bahwa-peraturan daerah busana
muslim dan muslimah ini sudah berjalan dengan baik, hanya saja tidak sesuai dengan
perda No. 06.Tahun-2006.yang sudah ditetapkan. Problematika yang terdapat didalam

peraturan daerah ini adalah tidak tegasnya sanksi bagi pelanggar perda tersebut,

1 Rahma Sari, “Kontribusi Hukum Islam dalam Peraturan Daerah Di Kota Padangsidimpuan”,
Skripsi Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan, (2018), him. 1-9.



sosialisasi yang dilakukan mengenai peraturan daerah busana muslim/muslimah
masih belum efektif, serta kurangnya kesadaran masyarakat setempat.*

Ketiga, penelitian skripsi yang dilakukan oleh Eka Riowati yang berjudul :
“Perda Kabupaten Agam Nomor 06 Tahun 2005 Tentang Berpakaian Muslim Dalam
Persfektif Fikih Kebinekaan”. Penelitian ini membahas tentang perkembangan
peraturan daerah  bernuansa syariah, yang menjadi rumusan masalah adalah
Bagaimana Perda Kabupaten Agam No. 6 Tahun 2005 dalam perspektif Fikih
Kebinekaan? Bagaimana relevansi Perda Kabupaten Agam No. 6 Tahun 2005
terhadap multikulturalisme dan pluralisme agama di Agam? Pendekatan penelitian
menggunaka yuridis sosiologis. Hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan
bahwa keberadaan Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 06 Tahun 2005 tidak
relevan. Karena tidak sesuai dengan tiga konsep pokok dalam fikih kebinekaan.
Pertama, dalam konsep ummah, peraturan daerah tersebut tidak mencerminkan
konsep ummah dalam sifat eksklusif bukan inklusif dan egaliter. Kedua, dalam
konsep minoritas dan imayoritas, perda-ini cenderung mendiskriminasikan hak-hak
masyarakat minoritas dalam hal agama khususnya mengenai cara berpakaian. Perda

ini menggunakan standar-syariat Islam sebagai standar -yang ditetapkan di dalam

2 Nur Cahaya, “Problematika Peraturan Daerah No. 06 Tahun 2006 Tentang pemakaian Busana
Muslim/muslimah Di Kota Padangsidimpuan”, Skripsi Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan
(2018), him. 1-13.
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masyarakat. Ketiga, dalam konsep kepemimpinan untuk masyarakat banyak, perda ini
menepis kemajemukan budaya yang ada pada masyarakat.*®

Keempat, artikel dari Nur Husein Daulay yang berjudul : “Efektifitas Penerapan
Peraturan Daerah Busana Muslim dan Muslimah Dalam Mendorong Pelaksanaan
Ajaran Islam: Studi Kasus di Sekolah Menengah Atas Negeri 5 di Kota
Padangsidimpuan™. Penelitian ini bersifat yuridis sosiologis adapun hasil dari
penelitian ini adalah ditemukan ada dua faktor yang mempengaruhi berjalannya
peraturan daerah berbusana muslim dan muslimah dilingkungan sekolah menegah
atas negeri 5 kota Padangsidimpuan yaitu faktor penghambat dan faktor pendukung.
Dimana faktor penghambatnya adalah adanya arus globalisasi, pembinaan dan
perhatian terhadap berbusana muslim dan muslimah yang kurang memadai, dan
kurangnya kesiapan guru untuk melakukan evalusi kepada siswa-siswi nya. Faktor
pendukung adalah dukungan penuh dari lembaga legislatif terhadap pemakaian
busana muslim dan muslimah, wilayah kota Padangsidimpuan yang mayoritas
Bergama Islam; dan-kesadaran masyarakat khususnya orangtuamengenai pemakaian
busan muslimdan muslimah.**

Kelima, . artikel. dari—Zul. Anwar Ajim Harahap, dengan judul “Dampak
Pelaksanaan Peraturan Daerah Terhadap Pemakaian Busana Muslimah Di Kecamatan

Padangsidimpuan Tenggara”. Rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana

3 Eka Riowati, “Perda Kabupaten Agam Nomor 06 Tahun 2005 Tentang Berpakaian Muslim
Dalam Persfektif Fikih Kebinekaan”, Skripsi Institut Agama Islam negeri (2017), him. 1-6.

“ Nur Husain Daulay, "Efektifitas Penerapan Peraturan Daerah Busana Muslim dan Muslimah
Dalam Mendorong Pelaksanaan Ajaran Islam: Studi Kasus di Sekolah Menengah Atas Negeri 5 di
Kota Padangsidimpuan”, AT-TAFAHUM: Journal of Islamic Law,Vol. 1 No. 1 (Januari-Juni 2017),
him. 106-113.
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dampak adanya Perda Nomor 6 Tahun 2006 terhadap pemakaian busana muslim di
Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara dan  bagaimana fenomena masyarakat
tentang pemakaian busana muslim sebelum dan sesudah adanya Perda Nomor 6
Tahun 2006. Landasan teori untuk penelitian ini ada dua yang pertama menggunakan
positifisasi hukum Islam dan yang kedua adalah teori receptie. Hasil penelitian ini
menggambakan yang hasil angket yang disebarkan dan observasi yang dilakukan
menunjukkan bahwa peraturan daerah tentang kewajiban memakai busana muslim di
padangsidimpuan Tenggara menunjukkan bahwa ada dampak positif yang
ditimbulkannya secara nyata, artinya tidak ditemukan lagi muslim yang tidak
memakai busana muslim disaat mereka berada di sekolah dan di lingkungan kerja
mereka, hal ini juga berdampak terhadap pemakaian busana muslim di luar
lingkungan kerja, atau sekolah mereka sekalipun hal itu belum diatur dalam Peraturan
daerah. Maka legislasi hukum Islam sangat diperlukan untuk mengatur ketertiban di
masyarakat dalam pelaksanaan agama dan keyakinannya.*

Perbedaan penelitian ini-dengan lima penelitian diatas-adalah peneliti lebih fokus
kepada penerapan Peraturan Daerah No. 06 Tahun 2006 Tentang Pemakaian Busana
Muslim dan.Muslimah di-daerah di Kota Padangsidimpuan. -Terutama mengenai
implementasi dari Peraturan Daerah No. 06 Tahun 2006 Tentang Pemakaian Busana
Muslim dan Muslimah menurut teori Lawrence M Friedman dan perspektif Siyasah

Tanfiziyyah.

> Zul Anwar Ajim Harahap, “Dampak Pelaksanaan Peraturan Daerah Terhadap Pemakaian

Busana Muslimah Di Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara”, Jurnal El-Qanun, Vol. 4 No. 1
(Januari-Juni 2018), him. 18-29.
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E. Kerangka Teori
Teori yang digunakan peneliti untuk menjawab rumusan masalah dalam
penelitian ini adalah :
1. Teori Lawrence M Friedman
Lawrence M. Friendman mengemukakan bahwa untuk melihat efektif dan
berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung pada tiga unsur sistem hukum
yaitu :
a. Struktur Hukum (Legal Structure )

Dalam teori Lawrence M Friedman yang disebut dengan struktur
hukum sebenarnya adalah penegak hukum itu sendiri, seperti dimulai dari
kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan badan pelaksana pidana lainnya.
Harus menjalankan tugas dan tanggungjawab yang terlepas dari pengaruh
kekuatan pemerintah dan pengaruh-pengaruh kekuaatan lainnya. Pada
Perda No. 06 Tahun 2006 Tentang Pemakaian Busana Muslim dan
Muslimah; yang menjadi stuktur hukumnya adalah-sesuai dengan Pasal 11
sebagai penyidik yaitu Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), dan Pasal
13. yang--menjadi pengawas berjalannya. perda busana Muslim dan
Muslimah adalah Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.

Berdasarkan teori Lawrence M Friedman maka akan dianalisis
implementasi stuktur hukum Perda No. 06 Tahun 2006 Tentang Pemakaian

Busana Muslim dan Muslimah. Untuk melihat bagaimana implementasi
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struktur hukum dari Perda berbusana Muslim dan Muslimah di Instansi
Pemerintah Kota Padangsidimpuan.
. Substansi Hukum (Legal Substance)

Substansi hukum yang dimaksud dalam teori Lawrence M Friedman
adalah bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan. Substansi juga berarti
produk hukum yang dihasilkan oleh penguasa yang berwenang untuk
ditetapkan. Jadi subtansi hukum adalah menyangkut peraturan perundang-
undangan yang berlaku dan memiliki kekuatan mengikat dan menjadi
pedoman bagi aparat penegak hukum.

Dalam Perda No. 06 Tahun 2006 Tentang Pemakaian Busana Muslim
dan Muslimah, yang menjadi substansi hukum adalah Pasal 10, mengenai
ketentuan Pidana bagi lembaga Instansi yang dengan sengaja tidak
melaksanakan Perda ini akan diancam kurungan paling lama 3 (tiga) bulan
atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 10. 000.000 (Sepuluh Juta Rupiah).
Substansi -hukum-Perda. No. 06 Tahun 2006-Tentang Pemakaian Busana
Muslim dan Muslimah sudah jelas memiliki kekuatan hukum mengikat,
untuk ditegakkan oleh aparat penegak hukum.- Melalui teori ini akan
dianalisis sudah sejauh mana ketentuan Pidana Perda No. 06 Tahun 2006
terimplementasikan di Instansi Pemerintahan Di Kota Padangsidimpuan.

. Budaya Hukum (Legal Culture)
Budaya hukum merupakan sikap dan nilai-nilai yang ada hubungannya

dengan hukum dan sistem hukum. Secara singkat dapat diartikan bahwa
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budaya hukum adalah keseluruhan sikap dari warga masyarakat dan sistem
nilai-nilai yang ada dimasyarakat akan menentukan bagaimana seharusnya
hukum itu berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.®
Kota Padangsidimpuan merupakan Kota yang menjunjung tinggi nilai-
nilai agama, norma dan sopan santun. Jauh sebelum Perda No. 06 Tahun
2006 Tentang Pemakaian Busana Muslim dan Muslimah ada, Masyarakat
sudah mengenakan pakaian Busana Muslim dana Muslimah. Karena
mayoritas Masyarakat Kota Padangsidimpuan adalah beragama Islam.
Maka adanya Perda berbusana Muslim dan Muslimah, sesuai dengan
budaya masyarakat di Kota Padangsidimpuan. Meskipun perda ini sudah
sesuai dengan budaya masyarakat Kota Padangsidimpuan, tetapi masih
perlu dilihat bagaimana implementasi keseluruhan sikap dari
pengimplementasian budaya hukum Perda No. 06 Tahun 2006 Tentang
Pemakaian Busana Muslim dan Muslimah, dari Instansi pemerintah Kota
Padangsidimpuan-dengan menggunakan-analisis-budaya hukum Lawrence
M Friedman.
2. Siyasah Tanfiziyyah
Kajian siyasah dustiriyyah memiliki beberapa bagian, tetapi dalam penelitian
ini hanya fokus menggunakan bagian Siyasah Tanfiziyyah sebagai kerangka

teori. Siyasah Tanfiziyyah memiliki fokus pembahasan pada sistem pelaksanaan

16 |_awrence M Friedman, Sistem Hukum Perspektif llmu Sosial, alih bahasa M. Khozim, cet. Ke-
VI (Bandung: Nusa Media, 2006), him. 5-8.
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aturan atau implementasi peraturan pemerintahan, maupun penerapan suatu
Undang-Undang secara hirarki. Oleh karena itu hubungan rakyat dan pemerintah
masuk pada sistem Siyasah Tanfiziyyah dikajian Siyasah Dustiriyyah. Kajian-
kajian Siyasah Tanfiziyyah berlandaskan pada dalil kully yang terdapat dalam al-
Qur’an dan As-Sunnah serta maqasid syari’ah, yang dijadikan sebagai dasar
pengetahuan tentang kehidupan bermasyarakat yang berkaitan dengan
pemerintahan.*’

Meskipun para pakar politik dan hukum Islam banyak menguraikan prinsip-
prinsip penyelenggaraan sebuah aturan hukum yang terdapat didalam al-Qur’an,
tetapi prinsip-prinsip ini dapat diformulasikan. Sehingga prinsip-prinsip dasar
hukum politik Islam sangat bervariasi. Pada penelitian implementasi Perda No.
06 Tahun 2006 tentang pemakaian busana Muslim dan Muslimah perspektif
Siyasah Tanfiziyyah, peneliti hanya menggunakan beberapa prinsip-prinsip
Siyasah Tanfiziyyah untuk melihat implementasi Perda No. 06 Tahun 2006
Tentang Pemakaian Busana Muslim-dan Muslimah, yaitu-;

a..Prinsip Keadilan

Prinsip keadilan.dibahas dalam al-Qur’an surah An-Nisa Ayat 58 dan
surah Ali Imran ayat 159. Prinsip keadilan merupakan kunci utama
penyelenggaraan sebuah negara. Keadilan menghendaki setiap warga

negaranya memiliki hak yang sama dihadapan hukum. Berdasarkan prinsip

Y A. Dzajuli, Figh Siyasah : Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah,
(Jakarta: Kencana, 2009), him. 23.

16



ini maka akan dilakukan analisis implementasi Perda No. 06 Tahun 2006
Tentang Pemakaian Busana Muslim dan Muslimah. Bagaimana
implementasi dari Perda berbusana Muslim dan Muslimah ketika
pelaksanaanya diterapkan. Sudah mampukah Perda ini menerapkan rasa
keadilan untuk setiap umat Islam yang ada di Kota Padangsidimpuan,
khususnya di Intansi Pemerintahan.
. Prinsip Toleransi

Prinsip toleransi yang dimaksud dalam Islam adalah toleransi yang
menjamin tidak terlanggarnya hak-hak umat Islam. Tegasnya sebuah
toleransi dalam Islam hanya dapat diterima bila tidak merugikan agama
Islam. Hukum toleransi dalam Islam ada terdapat di surah al-Mumtahanah
ayat 8 dan 9. Ruang lingkup toleransi dalam Islam tidak saja hanya
persoalan ibadah tetapi mencakup seluruh persoalan. Seperti kewajiban
untuk berbusana Muslim dan Muslimah yang sejalan dengan Perda No. 06
Tahun-2006, Tentang ;Pemakaian Busana Muslim -dan Muslimah di Kota
Padangsidimpuan. Untuk melihat bagaimana toleransi dari Perda No. 06
Tahun 2006 tentang Berbusana Muslim dan-Muslimah, maka Perda ini bisa
analisis dengan prinsip toleransi.
. Prinsip Amar Makruf Nahi Mungkar

Dalam sistem pemerintahan Barat prinsip amar makruf nahi mungkar
dikenal dengan mekanisme check and balancing. Sebegitu pentingnya

amar makruf nahi mungkar, Islam menjadikannya sebagai salah satu tujuan
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bernegara, sebagaimana yang dijelaskan dalam al-Qur’an Surah al-Hajj
ayat 41. Setiap penguasa yang menetapkan suatu peraturan perundang-
undangan, maka undang-undang atau peraturan diwajibkan bertujuan untuk
merekayasa umat manusia menuju tujuan hidup yang lebih baik dan benar
sesuai dengan yang diridhai Allah. Dengan menggunakan prinsip amar
makruf nahi mungkar, maka peneliti ingin melihat implementasi dari Perda
No. 06 Tahun 2006 Tentang Pemakaian Busana Muslim dan Muslimah, di
instansi Pemerintah Kota Padangsidimpuan
. Prinsip Pertanggungjawaban Pemimpin dan Ketaatan Umat

Prinsip pertanggungjawaban pemimpin untuk membuat sebuat aturan
yang harus direalisasikan dalam kehidupan bernegara. Bagaimana yang
menjadi  penanggungjawab agar aturan tersebut terrealisasikan dan
bagaimana ketaatan umat terhadap aturan yang telah disahkan oleh khalifah
sebagai kepala negara. Hal Ini telah diatur dalam surat an-Nisa ayat 58-59.
Untuk- melihat -pertanggungjawaban pemimpin- dan. ketaatan umat bisa
melalui implementasi Perda No. 06 Tahun 2006 Tentang Pemakaian
Busana Muslim-dan Muslimah, maka dapat dianlisis menggunakan prinsip
pertanggungjawaban pemimpin dan ketaantan umat.

Bagaimana aturan yang telah dibuat oleh penguasa (Walikota dan
DPRD) kota Padangsidimpuan, sebagai bentuk tanggungjawab peguasa
untuk merealisasikan ajaran agama Islam di Kota Padangsidimpuan dengan

pelaksanaan Perda No. 06 Tahun 2006 dan bagimana ketaatan umat Islam
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khususnya yang ada di instansi pemerintahan Kota Padangsidimpuan
terhadap pelaksanaan Perda No. 06 Tahun 2006 Tentang Pemakaian
Busana Muslim dan Muslimah.
F. Metode Penelitian
Aspek metodologi yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah secara
ilmiah, yaitu :
1. Jenis Penelitian dan Metode Pendekatan
a. Jenis Penelitian
Jenis penelitian ini menggunakan penelitian lapangan atau field research,
yaitu penelitian yang datanya diperoleh langsung dari lapangan. Sifat dari
penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yaitu suatu penelitian yang bertujuan
untuk menggambarkan fenomena sosial masyarakat atau peristiwa yang
terjadi. Pengertian ini sama hal nya dengan prosedur penelitian kualitatif yang
akan menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis, ucapan lisan dari
orang-orang atau prilaku yang dapat.diamati, *®
b. Pendekatan
Metode pendekatan-yang digunakan. untuk penelitian ini-adalah yuridis yang
pendekatannya dilakukan dengan cara melihat dan menganalisis implementasi
dari Perda No. 06 Tahun 2006 Tentang Pemakaian Busana Muslim dan
Muslimah dipandang dari teori Lawrence M Friedman dan Siyasah

Tanfiziyyah.

18 exy L Meleong, Metode Penelitian Kualitatif , (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), him. 5.
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2. Lokasi Penelitian
Lokasi penelitian dilakukan di instansi Pemerintahan Kota Padangsidimpuan,
dan karena keterbatasan waktu yang dimiliki peneliti, maka penelitian hanya
dilakukan di instansi pemerintahan yaitu, kantor Walikota Padangsidimpuan,
Kantor Camat Kota Padangsidimpuan bagian Angkola Julu, Kantor Camat
Padangsidimpuan Batunadua, Kantor Camat Padangsidimpuan Hutaimbaru,
Kantor Camat Padangsidimpuan Selatan, Kantor Camat Padangsidimpuan
Tenggara, dan Kantor Camat Padangsidimpuan Utara, Provinsi Sumatera
Utara.
3. Sumber Data
a. Data Primer
Data primer atau data dasar penelitian (primary data atau basic data)
adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama melalui
penelitian.*® Adapun yang menjadi data primer pada penelitian ini adalah
Perda.-No.- 06 - Tahun 2006 Tentang, Pemakaian-Busana muslim dan
Muslimah Di Kota Padangsidimpuan, melalui respon dari hasil wawancara
dengan _informan, khususnya. camat disetiap- daerah bagian Kota
Padangsidimpuan dan pimpinan atau staf bagian hukum di kantor Walikota
Padangsidimpuan yang mengetahui tentang permasalah Peraturan Daerah

mengenai berpakaian busana muslim dan muslimah.

19 Soerjono Soekamto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: Ul Press, 2012), him. 12.
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b. Data Sekunder
Data sekunder yang di ambil dari perpustakaan baik berupa buku-buku
yang berhubungan dengan Siyasah Tanfiziyyah, Peraturan Daerah, Undang-
Undang, kamus hukum dan karya ilmiah para sarjana yang berkaitan
dengan penelitian ini. Adapun bahan-bahan sekunder yang digunakan
adalah :
1) Undang-Undang Dasar 1945 Republik Indonesia
2) Peraturan Daerah No. 06 Tahun 2006 Tentang Pemakaian Busana
Muslim dan Muslimah
3) Karya ilmiah atau hasil penelitian para sarjana di bidang Perda
berpakaian busana muslim dan muslimah.
. Metode pengumpulan Data
Metode yang digunakan untuk pengumpulan data pada penelitian tesis ini
adalah :
a. Wawancara
\Wawancara adalah suatu proses untuk memperoleh keterangan dari tujuan
penelitian, melalui-tanya jawab antara pewawancara (interview) sebagai yang
mengajukan pertanyakan dengan narasumber/informan.?® Pada penelitian ini
peneliti melakukan wawancara di Kota Padangsidimpuan Provinsi Sumatera
Utara. Untuk mendapatkan data yang diinginkan, peneliti melakukan

wawancara dengan beberapa informan yang dianggap mengetahui tentang

20 Basrowi dan Suwardi, Memahami Penelitian Kualitatif, (Jakarta: Rineka Cipta. 2008), him. 94.
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tentang perda berbusana muslim dan muslimah. Sehingga memudahkan
peneliti untuk mendapatkan situasi sosial yang diteliti.** Adapun subyek atau
pihak-pihak yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah:
1) Kantor Walikota Kota Padangsidimpuan.
2) Muhammad Ridwan Ritonga, S. Sos (Camat Padangsidimpuan Angkola
Julu).
3) Roni Gunawan Rambe, S.STP, M.Si (Camat Padangsidimpuan
Batunadua).
4) Sayidiman Pulungan, S.Sos (Camat Padangsidimpuan Hutaimbaru).
5) Sallim Siagian, S.Sos (Camat Padangsidimpuan Selatan).
6) Amri Taufig, S.Sos (Camat Padangsidimpuan Tenggara).
7) Zulkifli Lubis, S.H (Camat Padangsidimpuan Utara).
Sedangkan yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah Peraturan Daerah
No. 06 Tahun 2006 Tentang Pemakian Busana Muslim dan Muslimah.
b. Observasi
Observasi ialah metode atau cara menganalisis dan mengadakan pencatatan
secara sistematis mengenai tingkah laku dengan.melihat atau mengamati
individu maupun kelompok secara langsung.?> Observasi yang dilakukan
peneliti untuk mendapatkan data dari penelitian ini adalah di kantor Walikota

Kota Padangsidimpuan dan Kantor-kantor Camat di Kota Padangsidimpuan

2! Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, (Bandung: CV. Alfabeta, 2008), him. 53-55.
22 Basrowi dan Suwardi, Memahami Penelitian Kualitatif, (Jakarta: Rineka Cipta. 2008), him.
188.
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Provinsi Sumatera Utara. Agar menemukan fakta dari persoalan mengenai
pemakaian busana muslim dan muslimah di Kota Padangsidimpuan.
c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode yang digunakan untuk mendapatkan data yang
diperlukan peneliti untuk mendapatkan catatan-catatan penting. Dengan
melalui foto-foto maupun rekaman saat penelitian berlangsung. Sehingga
memperoleh data yang relevan, lengkap, sah, dan bukan berdasarkan
perkiraan atau asumsi semata.

5. Analisis Data

Setelah data dari penelitian ini dikumpulkan maka dianalisis dengan cara
kualitatif, dilakukan proses pengolahan data untuk ditarik kesimpulan dengan
menggunakan metode deduktif. Pemeriksaan data yang sudah dikumpulkan,
diinventarisasi karya ilmiah, peraturan perundang-undangan, literatur-litelatur
yang berkaitan dengan judul penelitian dan laporan penelitian lainnya yang
digunakan mendukung studi kepustakaan.. kemudian.-dari data primer dan
sekunder dilakukanlah = analisis  penelitian = secara kuantitatif yaitu
mengumpulkan data. yang sudah ada, dipilih dan dilakukan pengolahan data

lebih mendalam secara kualitatif.?3

Dengan ini diharapkan dapat menjawab
segala persoalan peraturan daerah mengenai pemakaian busana muslim dan

muslimah.

28 Basrowi dan Suwardi, Memahami Penelitian Kualitatif, him. 158.
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G. Sistematika Pembahasan

Agar tesis ini lebih terarah dan memudahkan peneliti dalam melakukan
penyusunan tesis. Maka perlu digunakan sistematika yang terdiri dari lima bab, yaitu
: Pada bab pertama membahas pendahuluan yang menjabarkan latar belakang
masalah penelitian, yang dijawab melalui rumusan masalah, agar jelas apa yang
menjadi tujuan dan kegunaan penelitian ini. Adanya telaah pustaka sebagai bahan
acuan atau perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang telah dilakukan,
kerangka teori sebagai alur pemikiran data yang telah diteliti dan dilajutkan dengan,
metode penelitian yang digunkan, kemudian diakhiri dengan sistematika pembahasan.

Bab kedua, pada penelitian ini ada dua teori yang digunakan sebagai pisau bedah
dalam penelitian. Satu dilihat dari segi implementasi hukum Islam dengan
menggunakan prinsip Sivasah Tanfiziyyah dan pisau bedah kedua menggunakan teori
umum efektivitas hukum dari Lawrance M Friedman. Dalam bab ini menjabarkan
tentang apa itu Siyasah Tanfiziyyah dan mengupas prinsip-prinsip Siyasah
Tanfiziyyah. Untuk -teori efektivitas hukum  yang. dikemukakan oleh Lawrence M
Friedman yaitu menjabarkan apa yang dimaksud demgan struktur hukum, substansi
hukum dan budaya hukum.

Bab ketiga peneliti membahas mengenai sejarah singkat Kota Padangsidimpuan,
pengertian tentang busana Muslim dan Muslimah dalam Islam, legislasi hukum Islam
di Indonesia, bagaimana proses pembentukan dari Perda No. Tahun 2006, maupun
mengenai substansi dari Perda dan menjabarkan tentang pasal-pasal krusialnya dari

Perda No. 06 Tahun 2006 tentang pemakaian busana Muslim dan Muslimah.
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Pada Bab keempat, peneliti melakukan analisis implementasi dari Perda No. 06
Tahun 2006 tentang pemakaian busana Muslim dan Muslimah dengan menggunakan
teori umum dari Lawrence M Friedman baik itu menggunakan sturktur hukum,
substansi hukum dan budaya hukumnya. Kemudian melakukan Analisis terhadap
implementasi Perda No. 06 Tahun 2006 tentang pemakaian busana muslim dan
muslimah menggunakan perspektif Siyasah Tanfidziyyah. Terakhir pada bab kelima,
peneliti menguraikan kesimpulan dari bab sebelumnya serta memberikan saran untuk
perkembangan Peraturan Daerah No. 06 Tahun 2006 tentang pemakaian busana

muslim dan muslimabh.
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BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian yang telah dipaparkan diatas dapat disimpulkan bahwa Implementasi
Perda No. 06 Tahun 2006 Tentang Pemakaian Busana Muslim dan Muslimah
berdasarkan teori Lawrence M Friedman, tidak berjalan dengan efektif. Karena tidak
memenuhi unsur sistem hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M Friedman, yaitu
. Struktur Hukum ( Legal Structure) Perda No. 06 Tahun 2006 Tentang Pemakaian
Busana Muslim dan Muslimah, adalah Walikota/Pejabat yang ditunjuk sebagai
pengawas dan PPNS adalah penyidik yang ditentukan oleh lembaga Instansi masing-
masing. Tetapi pada kenyataanya pelaksanaan Perda berbusana Muslim dan
Muslimah berjalan tanpa adanya pengawasan dan penyidikan dilapangan. Padahal
struktur hukum sebagai pengawas dan penyidik sudah jelas diatur dalam Pasal 11 dan
13 Perda No. 06 Tahun 2006 Tentang Pemakaian Busana Muslim dan Muslimah.

Substansi Hukum (Legal Substance)-adalah aturan; nerma-dan pola perilaku nyata
manusia yang berada dalam sistem itu. Didalam Perda No. 06 Tahun 2006 Tentang
Pemakaian Busana Muslim dan. Muslimah, mengatur bagaimana yang dikatakan
berpakaian Muslim dan Muslimah, yaitu terdapat di Pasal 7 ketentuan mengenai
busana Muslim dan Muslimah adalah sebagai berikut : Menutup aurat, Tidak tembus
pandang, Tidak ketat. Tetapi Berdasarkan hasil pengamatan langsung dilapangan,
masih banyak para pegawai yang berpakaian ketat hingga membentuk lekuk tubuh,

jika dilihat secara langsung jilbab yang dikenakan para pegawai wanita masih



transparan, dan untuk pegawai laki-laki masih ada yang mengenakan celana kuncup
atau ketat saat dilingkungan Instansi Pemerintahan.

Budaya Hukum (Legal Culture) adalah menyangkut kultur hukum yang
merupakan sikap manusia (termasuk budaya hukum aparat penegak hukumnya)
terhadap hukum dan sistem hukum. Dari hasil wawancara penelitian Perda busana
Muslim dan Muslimah, dapat dianalisis bahwa seharusnya Perda No. 06 Tahun 2006
Tentang Pemakaian Busana Muslim dan Muslimah, sesuai dengan kultur masyarakat
Kota Padangsidimpuan karena mayoritas beragama Islam. Tetapi kesimpulkan dari
wawancara yang dilakukan, masih banyak pegawai Instansi Pemerintahan yang
berpakaian busana Muslim dan Muslimah tidak sesuai ajaran agama yang sejalan
dengan ketentuan Perda No. 06 tahun 2006 Tentang Pemakaian Busana Muslim dan
Muslimah.

Sedangkan untuk implementasi Perda No. 06 Tahun 2006 tentang pemakaian
busana muslim dan muslimah perspektif Siyasah Tanfiziyyah adalah, adanya
beberapa prinsip-prinsip Siyasah . Tanfidziyyah, sudah-sesuai -dengan pelaksanaan
Perda No. 06 Tahun 2006 Tentang Pemakaian Busana Muslim dan Muslimah, yaitu
prinsip toleransi, amar makruf Nahi mungkar, dan prinsip-tanggungjawab pemimpin
sedangkan prinsip keadilan dan prinsip ketaatan umat tidak terdapat didalam
implementasi Perda Kota Padangsidimpuan No. 06 Tahun 2006 Tentang Pemakaian

Busana Muslim dan Muslimah.
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B. Saran

Berdasarkan dari hasil penelitian dilapangan serta hal-hal yang terkait dengan
keterbatasan peneliti, maka terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu :
Bagi Pemerintah Kota Padangsidimpuan terkait pengawas dan penyidik dalam Perda
No. 06 Tahun 2006 Tentang Pemakaian Busana Muslim dan Muslimah di Kota
Padangsidimpuan, sebaiknya Pemerintah lebih mengefektifan lembaga yang menjadi
penegak untuk berjalannya Perda ini. Serta melakukan pengkajian ulang terhadap
pelaksanaan Perda No. 06 Tahun 2006 Tentang Pemakaian Busana Muslim dan
Muslimah. Guna lebih menguatkan kedudukan Perda, mengingat mayoritas
masyarakat Kota Padangsidimpuan adalah beragama Islam.

Bagi peneliti selanjutnya dapat menggunakan penelitian ini untuk lebih
dikembangkan lagi. Peneliti selanjutnya bisa menambah objek penelitian atau
mencoba objek penelitian dilembaga swasta dan masyarakat dengan melihat
implementasi Perda No. 06 Tahun 2006, Lalu bisa dibandingkan instansi manakah
yang lebih taat terhadap Perda. ini. Bisa jadi membahas mengenai pengaruh dari
perbedaan sanksi hukum dalam setiap Instansi pemerintahan, sekolah dan perguruan
tinggi dari Perda No. 06-Tahun 2006 Tentang Pemakaian Busana Muslim dan

Muslimabh.
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Pukul 09: 23 WIB.

Wawancara dengan Amri Taufig, Camat-Padangsidimpuan Tenggara, 15 April 2020,
Pukul 09: 50 WIB.

Wawancara dengan Zulkifli ‘Lubis, Camat Padangsidimpuan Utara, 24 April 2020,
Pukul 09: 00 WIB-

Metode Penelitian

Meleong, L Lexy, Metode Penelitian Kualitatif, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007.
Soekamto, Soerjono, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: Ul Press, 2012.
Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, Bandung: CV. Alfabeta, 2008.

Suwardi, Basrowi, Memahami Penelitian Kualitatif, Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
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Busana

Abdusalam, Abdul Wahab, Adab Berpakaian dan Berhias, Jakarta : Pustaka al-
Kautsar, 2014.

Fuad Mohd, Fachruddin, Aurat dan Jilbab dalam Pandangan Mata Islam, Jakarta:
CV Pedoman IImu Jaya

Nina Surtiretna, Anggun Berjilbab, Bandung: Al-bayan, 1995.

Syaikh Abdullah Shahih al-Fauzan, Kriteria Busana Muslim, Jakarta: Khazanah
Shun, 1995.

Qurais Shihab, Jilbab Pakaian Muslimah, Yogyakarta: Lentera Hati, 2015.
Hukum Islam

Amrullah Ahad dkk, Dimensi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional, Jakarta:
Gema Insani Press, 1996.

Hasbi Ash Shiddieqy, Falsafah Hukum Islam, Semarang: Pustaka Rizki Putra 2001.
Juhaya S. Praja, Filsafat Hukum Islam, Bandung: LPPM, 1995.

Quraish Shihab, Wawasan Al-Qur’an, Bandung: Mizan, 1996.

Profil Kota Padangsidimpuan

Baharuddin, Peta. Dan Profil .Kota: Padangsidimpuan, -Padangsidimpuan: Dinas
Pendidikan Kota Padangsidimpuan Dengan STAIN, 2006.

https://padangsidimpuankota.bps.go.id/ diakses 20 Juni 2020, Pukul 13:15 WIB

Pemerintah Kota Padangsidimpuan, Data Kota Padangsidimpuan, Padangsidimpuan,
Badan Perencanaan Pembangunan Kota Padangsidimpuan, 2014.
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